BAB VI
KEBIJAKAN PEMBIAYAAN DAERAH

6.1. Kebijakan Penerimaan Pembiayaan.

Pembiayaan daerah meliputi semua penerimaan yang perlu
dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima
kembali, baik pada tahun anggaran berkenaan maupun pada
tahun anggaran berikutnya.

Pembiayaan daerah dianggarkan dalam APBD Tahun Anggaran
2023 dan dirinci menurut urusan Pemerintahan Daerah,
bidang urusan Pemerintahan Daerah, organisasi, kelompok,
jenis, objek, rincian objek, dan sub rincian objek pembiayaan
daerah pada SKPD selaku SKPKD.

Penerimaan Pembiayaan daerah bersumber dari :
a) Penerimaan Pembiayaan

Dalam hal APBD diperkirakan defisit, APBD dapat didanai
dari penerimaan pembiayaan daerah yang ditetapkan

dalam Peraturan Daerah tentang APBD.
Penerimaan Pembiayaan daerah bersumber dari :
1. Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA)

Penganggaran Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun
Sebelumnya (SiLPA) harus didasarkan pada
penghitungan yang cermat dan rasional dengan
mempertimbangkan perkiraan realisasi anggaran Tahun
Anggaran 2022 dalam rangka menghindari kemungkinan
adanya pengeluaran pada Tahun Anggaran 2022 yang
tidak dapat didanai akibat tidak tercapainya SiLPA yang
direncanakan. SiLPA tersebut bersumber dari: a)
Pelampauan  penerimaan PAD; b) pelampauan
penerimaan pendapatan transfer; c¢) pelampauan
penerimaan lain-lain Pendapatan Daerah yang sah; d)
pelampauan penerimaan pembiayaan; e) penghematan
belanja; f) kewajiban kepada pihak ketiga sampai akhir

tahun belum terselesaikan; dan / atau g) sisa dana
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akibat tidak tercapainya capaian target kinerja dan sisa
dana pengeluaran pembiayaan.

2. Pencairan Dana Cadangan.
Pencairan dana cadangan digunakan untuk
menganggarkan pencairan dana cadangan dari rekening
dana cadangan ke Rekening Kas Umum Daerah dalam
tahun anggaran berkenaan. Jumlah dana cadangan
tersebut sesuai dengan jumlah yang telah ditetapkan
dengan Peraturan Daerah tentang pembentukan dana
cadangan bersangkutan.
Pencairan dana cadangan dalam 1 (satu) tahun anggaran
menjadi penerimaan pembiayaan APBD dalam tahun
anggaran berkenaan. Dalam hal dana cadangan tersebut
belum digunakan sesuai dengan peruntukannya, dana
cadangan dimaksud dapat ditempatkan dalam portofolio
yang memberikan hasil tetap dengan risiko rendah.
Penggunaan atas dana cadangan yang dicairkan dari
rekening dana cadangan ke RKUD dianggarkan dalam
SKPD pengguna dana cadangan bersangkutan, kecuali
ditentukan lain sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan.

3. Hasil Penjualan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan
Hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan
dilakukan sesuai dengan ketentuan = peraturan
perundang-undangan. Penerimaan atas hasil penjualan
kekayaan daerah dicatat berdasarkan bukti penerimaan
yang sah, seperti dokumen lelang, akta jual beli, nota
kredit, dan dokumen sejenis lainnya.

4. Penerimaan Pinjaman Daerah.
Penerimaan pinjaman daerah didasarkan pada jumlah
pinjaman yang akan diterima dalam tahun anggaran
berkenaan sesuai dengan yang ditetapkan dalam
perjanjian pinjaman bersangkutan. Penerimaan
pinjaman daerah digunakan untuk menganggarkan

penerimaan pinjaman daerah termasuk penerimaan atas
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penerbitan obligasi daerah yang akan diterima pada
tahun anggaran berkenaan.

Pemerintah Daerah dapat melakukan pinjaman daerah
berdasarkan peraturan perundang-undangan di bidang
pinjaman daerah.

Bagi Pemerintah Daerah yang berencana untuk
melakukan pinjaman daerah harus dianggarkan terlebih
dahulu dalam rancangan Peraturan Daerah tentang
APBD tahun anggaran berkenaan sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pemerintah Daerah yang akan melakukan pinjaman
bersumber dari:

a) Pemerintah Pusat;

b) Pemerintah Daerah lain;

c) Lembaga Keuangan Bank;

d) Lembaga Keuangan Bukan Bank; dan

e) Masyarakat (obligasi daerah),

harus mengajukan dan mendapat pertimbangan terlebih
dahulu dari Menteri Dalam Negeri, dengan paling sedikit
melampirkan sebagai berikut:

a) persetujuan DPRD yang dilengkapi dengan risalah
sidang;

b) salinan berita acara pelantikan Kepala Daerah;

c) kerangka acuan kegiatan,;

d) RPJMD;

e) RKPD;

f) Laporan Keuangan Pemerintah Daerah selama 3
(tiga) tahun terakhir;

g) APBD tahun anggaran berjalan;

h) Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD tahun
anggaran berkenaan;

i) Rencana keuangan pinjaman daerah yang
menginformasikan besaran pagu pinjaman, tenor
waktu pinjaman, prakiraan penarikan pinjaman
serta prakiraan pengembalian pokok dan bunga

pinjaman;
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j) Pernyataan tidak mempunyai tunggakan atas
pengembalian pinjaman yang ditandatangani oleh
Kepala Daerah;

k) Perhitungan tentang rasio kemampuan keuangan
daerah untuk mengembalikan pinjaman/DSCR; dan

]) Perbandingan sisa pinjaman daerah ditambah
jumlah pinjaman yang akan ditarik tidak melebihi
75% (tujuh puluh lima persen) dari jumlah
penerimaan umum APBD tahun sebelumnya.

kecuali diatur lain dalam ketentuan peraturan

perundang-undangan.

Untuk pinjaman jangka pendek digunakan hanya untuk
menutup kekurangan arus kas. Untuk pinjaman jangka
menengah digunakan untuk membiayai pelayanan
publik yang tidak menghasilkan penerimaan. Untuk
pinjaman jangka panjang yang bersumber dari
pemerintah, Pemerintah Daerah lain, lembaga keuangan
bank, dan lembaga keuangan bukan bank digunakan
untuk membiayai infrastruktur dan/atau kegiatan
investasi berupa kegiatan pembangunan prasarana
dan/atau sarana dalam rangka penyediaan pelayanan
publik yang menjadi urusan Pemerintahan Daerah,
dengan tujuan:

a) menghasilkan penerimaan langsung berupa
pendapatan bagi APBD yang berkaitan dengan
pembangunan prasarana dan/atau sarana
daerah;

b) menghasilkan penerimaan tidak langsung berupa
penghematan belanja APBD yang seharusnya
dikeluarkan apabila kegiatan tersebut tidak
dilaksanakan; dan/atau

c) memberikan manfaat ekonomi dan sosial.

Pinjaman jangka panjang diperkenankan melewati masa
jabatan Kepala Daerah, kecuali diatur lain dalam
ketentuan peraturan perundang-undangan serta dalam

rangka mendukung prioritas nasional dan/atau
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6.2.

kepentingan strategis nasional sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan.

Kepala Daerah dengan persetujuan DPRD dapat
menerbitkan  obligasi daerah untuk  membiayai
infrastruktur dan/atau investasi yang menghasilkan
penerimaan daerah setelah memperoleh pertimbangan
dari Menteri Dalam Negeri dan persetujuan dari menteri
yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang
keuangan sesuai dengan = ketentuan = peraturan
perundang-undangan.

Pemerintah Daerah dapat melakukan pinjaman yang
berasal dari penerusan pinjaman utang luar negeri dari
menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di
bidang keuangan setelah memperoleh pertimbangan
Menteri Dalam Negeri. Perjanjian penerusan pinjaman
dilakukan antara menteri yang menyelenggarakan
urusan pemerintahan di bidang keuangan dan Kepala

Daerah.

5) Penerimaan kembali pemberian pinjaman daerah

6)

Penerimaan kembali pemberian pinjaman daerah
digunakan untuk menganggarkan penerimaan kembali
pinjaman yang diberikan kepada pihak penerima
pinjaman  sesuai dengan = ketentuan = peraturan
perundang-undangan.

Penerimaan Pembiayaan lainnya sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan

Penerimaan Pembiayaan lainnya digunakan untuk
menganggarkan penerimaan Pembiayaan lainnya sesuai

dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Kebijakan Pengeluaran Pembiayaan.

Dalam hal APBD diperkirakan surplus, APBD dapat digunakan
untuk pengeluaran pembiayaan daerah yang ditetapkan dalam
Peraturan Daerah tentang APBD.

Pengeluaran Pembiayaan daerah dapat digunakan untuk:

1) Pembayaran cicilan pokok utang yang jatuh tempo
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Pembayaran cicilan pokok utang yang jatuh tempo
didasarkan pada jumlah yang harus dibayarkan sesuai
dengan  perjanjian pinjaman dan = pelaksanaannya
merupakan prioritas utama dari seluruh kewajiban
Pemerintah Daerah yang harus diselesaikan dalam tahun
anggaran berkenaan berdasarkan perjanjian pinjaman
jangka pendek, jangka menengah, dan jangka panjang.
Pembayaran cicilan pokok utang yang jatuh tempo
merupakan pembayaran pokok pinjaman, bunga dan
kewajiban lainnya yang menjadi beban Pemerintah Daerah
harus dianggarkan pada APBD setiap tahun sampai dengan
selesainya kewajiban dimaksud.
Dalam hal alokasi anggaran dalam APBD tidak mencukupi
untuk pembayaran cicilan pokok utang, Kepala Daerah
dapat melakukan pelampauan pembayaran mendahului
perubahan APBD, dengan melakukan perubahan Peraturan
Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD Tahun Anggaran
2023 dan dilaporkan kepada Pimpinan DPRD, untuk
selanjutnya dianggarkan dalam Peraturan Daerah tentang
perubahan APBD Tahun Anggaran 2023 atau ditampung
dalam LRA bagi Pemerintah Daerah yang tidak melakukan
Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023.

2) Penyertaan Modal Daerah
Pemerintah Daerah dapat melakukan penyertaan modal
pada BUMD dan/atau BUMN.
Penyertaan modal Pemerintah Daerah dapat dilaksanakan
apabila jumlah yang akan disertakan dalam Tahun
Anggaran 2023 telah ditetapkan dalam Peraturan Daerah
mengenai penyertaan modal daerah bersangkutan dan
pelaksanaannya sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan.
Peraturan  Daerah  dimaksud  ditetapkan  sebelum
persetujuan Kepala Daerah bersama DPRD atas rancangan
Peraturan Daerah tentang APBD.
Pemerintah Daerah dalam melakukan penyertaan modal

daerah memperhatikan hal-hal sebagai berikut:
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a) Dalam hal akan melaksanakan penyertaan modal,
Pemerintah  Daerah  terlebih dahulu menyusun
perencanaan investasi Pemerintah Daerah yang
dituangkan dalam dokumen rencana kegiatan investasi
yang disiapkan oleh PPKD selaku pengelola investasi
untuk disetujui oleh Kepala Daerah. Berdasarkan
dokumen rencana kegiatan penyertaan modal daerah
tersebut, Pemerintah Daerah menyusun analisis
penyertaan modal daerah Pemerintah Daerah sebelum
melakukan penyertaan modal daerah.

Analisis penyertaan modal daerah dilakukan oleh
penasehat investasi yang independen dan profesional,
dan ditetapkan oleh Kepala Daerah sebagaimana
diamanatkan dalam ketentuan peraturan perundang-
undangan.

Penyertaan modal daerah bertujuan untuk
meningkatkan pendapatan daerah, pertumbuhan
perkembangan perekonomian daerah dan meningkatkan
kesejahteraan masyarakat guna memperoleh manfaat
ekonomi, sosial, dan/atau manfaat lainnya.

Penyertaan modal dalam rangka pemenuhan kewajiban
yang telah tercantum dalam Peraturan Daerah mengenai
penyertaan modal pada tahun sebelumnya, tidak
diterbitkan Peraturan Daerah tersendiri sepanjang
jumlah anggaran penyertaan modal tersebut belum
melebihi jumlah penyertaan modal yang telah ditetapkan
pada Peraturan Daerah mengenai penyertaan modal.
Dalam hal Pemerintah Daerah akan menambah jumlah
penyertaan modal melebihi jumlah penyertaan modal
yang telah ditetapkan dengan Peraturan Daerah
mengenai penyertaan modal, Pemerintah Daerah
melakukan perubahan Peraturan Daerah mengenai
penyertaan modal yang bersangkutan sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan.

b) Dalam rangka memperkuat struktur permodalan pada

Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), Pemerintah Daerah
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dapat menambah modal yang disetor dan/atau
melakukan penambahan penyertaan modal pada BUMD,
sehingga BUMD tersebut dapat lebih berkompetisi,
tumbuh dan berkembang. Khusus untuk BUMD sektor
perbankan, Pemerintah Daerah dapat melakukan
penambahan penyertaan modal dimaksud guna
menambah modal inti sebagaimana dipersyaratkan Bank
Indonesia dan untuk memenuhi Capital Adequacy Ratio
(CAR) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan.

Pemerintah Daerah yang merupakan pemegang saham
pengendali, melakukan penyertaan modal kepada BUMD
Perseroda guna memenuhi kepemilikan saham menjadi
51% (lima puluh satu persen) atau lebih.

Pemenuhan kepemilikan saham minimal 51% (lima
puluh satu persen) oleh 1 (satu) daerah tersebut,
dilakukan paling lama S (lima) tahun sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan.

c) Dalam rangka pemberdayaan masyarakat, Pemerintah

Daerah dapat menganggarkan investasi jangka panjang
non permanen dalam bentuk dana bergulir. Dana
bergulir dalam APBD dianggarkan pada akun
pembiayaan, kelompok pengeluaran pembiayaan daerah,
dan diuraikan ke dalam jenis, objek, rincian objek dan
sub rincian objek.
Dalam penyaluran dana bergulir, Pemerintah Daerah
dapat melakukan kerjasama dengan BUMD Lembaga
Keuangan Perbankan, Lembaga Keuangan Non
Perbankan atau Lembaga Keuangan lainnya.

d) Dalam rangka mendukung pencapaian target Sustainable
Development Goal’s (SDG’s) Tahun 2025 yaitu cakupan
pelayanan air minum perpipaan di wilayah perkotaan
sebanyak 80% (delapan puluh persen) dan di wilayah
perdesaan sebanyak 60% (enam puluh persen),
Pemerintah  Daerah perlu memperkuat struktur

permodalan Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM).

Kebijakan Umum APBD TA. 2023 Page 126



Penguatan struktur permodalan tersebut dilakukan
dengan menambah penyertaan modal Pemerintah
Daerah yang antara lain bersumber dari pemanfaatan
laba bersih PDAM.

e) Penyertaan modal dimaksud dilakukan  untuk
penambahan, peningkatan, perluasan prasarana dan
sarana sistem penyediaan air minum, serta peningkatan
kualitas dan pengembangan cakupan pelayanan. Selain
itu, Pemerintah Daerah dapat melakukan penambahan
penyertaan modal guna peningkatan kuantitas, dan
kapasitas pelayanan air minum kepada masyarakat
untuk mencapai SDG’s dengan berpedoman pada
peraturan perundang-undangan.

PDAM akan menjadi penyedia air minum di daerah
sebagai implikasi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor
85/PUUXI/2013 yang membatalkan Undang-Undang
Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air. Untuk
itu Pemerintah Daerah dapat melakukan penambahan
penyertaan modal kepada PDAM dalam rangka
memperbesar skala usaha PDAM. Bagi PDAM yang skala
usahanya belum sesuai dengan fungsi PDAM sebagai
penyedia air minum di daerah, agar dipertimbangkan
untuk melakukan penggabungan PDAM dimaksud.

3) Pembentukan Dana Cadangan

Pemerintah Daerah dapat membentuk dana cadangan yang
penggunaannya diprioritaskan untuk mendanai kebutuhan
pembangunan prasarana dan sarana daerah yang tidak
dapat dibebankan dalam 1 (satu) tahun anggaran serta
dapat digunakan untuk mendanai kebutuhan lainnya
sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Dana cadangan bersumber dari penyisihan atas

penerimaan daerah, kecuali dari:

a) DAK;

b)Pinjaman Daerah ; dan

c) penerimaan lain yang penggunaannya dibatasi.
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untuk pengeluaran tertentu berdasarkan ketentuan
peraturan perundang-undangan. Dana cadangan tersebut
ditempatkan dalam rekening tersendiri dan dikelola oleh
PPKD selaku BUD.
Pembentukan dana cadangan ditetapkan dalam Peraturan
Daerah tentang Pembentukan dana cadangan. Peraturan
Daerah tersebut paling sedikit memuat:
a) penetapan tujuan pembentukan dana cadangan;
b) program, kegiatan dan sub kegiatan yang akan
dibiayai dari dana cadangan;
c) besaran dan rincian tahunan dana cadangan yang harus
dianggarkan dan ditransfer ke rekening dana cadangan;

d) sumber dana cadangan; dan
e) tahun anggaran pelaksanaan dana cadangan.
Selanjutnya, Peraturan Daerah tentang pembentukan dana
cadangan dimaksud ditetapkan sebelum persetujuan
Kepala Daerah bersama DPRD atas rancangan Peraturan
Daerah tentang APBD.

4) Pemberian Pinjaman Daerah
Pemberian pinjaman daerah digunakan untuk
menganggarkan pemberian pinjaman daerah yang
diberikan kepada pemerintah pusat, Pemerintah Daerah
lainnya, BUMN, BUMD, dan/atau masyarakat.
Pemberian pinjaman daerah dilaksanakan setelah
mendapat persetujuan DPRD dan menjadi bagian yang
disepakati dalam KUA dan PPAS, kecuali diatur lain dalam
ketentuan peraturan perundang-undangan.
Ketentuan mengenai tata cara pemberian pinjaman daerah
diatur dalam Peraturan Kepala Daerah sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan.

5) Pengeluaran pembiayaan lainnya sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan
Pengeluaran pembiayaan lainnya digunakan untuk
menganggarkan pengeluaran pembiayaan lainnya sesuai

dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

5. Sisa Lebih Pembiayaan (SILPA) Tahun Berjalan
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Pemerintah daerah menetapkan Sisa Lebih Pembiayaan

(SILPA) Tahun Anggaran 2023 bersaldo nihil.

. Dalam hal perhitungan penyusunan Rancangan APBD

menghasilkan SILPA Tahun Berjalan positif, pemerintah
daerah harus memanfaatkannya untuk penambahan
program dan kegiatan prioritas yang dibutuhkan,
volume program dan kegiatan yang telah dianggarkan,

dan/atau pengeluaran pembiayaan.

Dalam hal perhitungan SILPA Tahun Berjalan negatif,
pemerintah daerah melakukan pengurangan bahkan
penghapusan pengeluaran pembiayaan yang bukan
merupakan kewajiban daerah, pengurangan program
dan kegiatan yang kurang ©prioritas dan/atau

pengurangan volume program dan kegiatannya.

Tabel. 6.1.
Proyeksi Pembiayaan Daerah TA. 2023

Kode Uraian Jumlah
6.1 PENERIMAAN PEMBIAYAAN 35.242.953.078
6.1.01 Sisa Lebih Perhitungan Anggaran 35.242.953.078
Tahun Sebelumnya
Jumlah Penerimaan Pembiayaan 35.242.953.078
6.2 PENGELUARAN PEMBIAYAAN 0
6.2.02 Penyertaan Modal Daerah 0
Jumlah Pengeluaran Pembiayaan 0
Pembiayaan Netto 35.242.953.078
Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran 0
Daerah Tahun Berkenaan
TOTAL APBD 1.087.591.536.352

Sumber : SIPD Kabupaten Bolaang Mongondow TA 2023
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